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ABSTRAK

Nirwana Putri (NIM: 23203012059), Proses Rekrutmen Pekerja Non
Pemerintah Perusahaan F&B Berdasarkan Umur Ditinjau dari Pasal 35 UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tesis, Yogyakarta: Program Studi
Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Praktik pembatasan usia maksimal (ageism) dalam lowongan kerja sektor
swasta di Indonesia saat ini telah menjadi fenomena yang lumrah, tidak terkecuali
pada industri Food & Beverage (F&B) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Meskipun regulasi nasional menjamin hak atas pekerjaan bagi setiap
warga negara, pelaku usaha kuliner kerap menetapkan kebijakan batasan umur
maksimal yang sangat muda (berkisar antara 21 hingga 25 tahun) sebagai kriteria
utama eliminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi batasan
umur pada proses rekrutmen perusahaan non-pemerintah sektor F&B di Sleman
serta mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya diskriminasi tersebut melalui
kacamata Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, prinsip al-Kafa’ah, dan Magasid Syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (field research) yang
bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam
dengan para pengelola usaha F&B di Kabupaten Sleman, observasi lapangan, serta
dokumentasi statistik ketenagakerjaan daerah. Analisis data dilakukan dengan
memadukan pendekatan yuridis hukum positif dan pendekatan konseptual teologis
hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, implementasi
batasan umur dalam rekrutmen industri F&B di Sleman terbukti bias dan
diskriminatif akibat maraknya praktik aesthetic labour. Pengusaha secara subjektif
memprioritaskan pelamar berusia 1821 tahun demi menjaga citra visual merek
yang “muda dan dinamis” guna memikat konsumen mahasiswa. Kedua, faktor
penyebab diskriminasi ini didorong oleh motif efisiensi biaya (cost efficiency)
karena pekerja muda bersedia menerima upah lebih rendah dan lebih mudah
dikendalikan, sementara pekerja dewasa dianggap memiliki beban finansial
keluarga serta ekspektasi upah tinggi. Ditinjau dari Pasal 35 UU No. 13/2003,
praktik ini mengeksploitasi celah hukum karena pasal tersebut tidak mencantumkan
frasa “usia” secara eksplisit, meskipun secara filosofis melanggar asas kesetaraan
penempatan tenaga kerja. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan rekrutmen
berbasis umur ini menyimpang dari prinsip al-Kafa’ah (meritokrasi objektif
berdasarkan al-Quwwah dan al-Amanah) serta mencederai Magasid Syariah,
khususnya aspek Hifz al-Mal (perlindungan ekonomi keluarga) dan Hifz an-Nafs
(perlindungan hak eksistensi jiwa dan kesehatan mental pekerja produktif).

Kata Kunci: Rekrutmen, Ageism, Industri F&B, Pasal 35 UU Ketenagakerjaan, al-
Kafa’ah, Magasid Syari'ah.
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ABSTRACT

Nirwana Putri (Student 1D: 23203012059), The Recruitment Process of
Non-Government Workers in F&B Companies Based on Age Reviewed from Article
35 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Thesis, Yogyakarta: Master’s
Program in Sharia Science, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

The practice of maximum age limitation (ageism) in private sector job
vacancies in Indonesia has become a common phenomenon, including within the
Food & Beverage (F&B) industry in Sleman Regency, Special Region of
Yogyakarta. Although national regulations guarantee the right to work for every
citizen, culinary business owners frequently establish very young maximum age
limits (ranging between 21 to 25 years old) as the primary elimination criterion.
This study aims to analyze the implementation of age limits in the recruitment
process of non-government F&B sector companies in Sleman and examine the
factors causing this discrimination through the lens of Article 35 of Law Number
13 of 2003 concerning Manpower, the principle of al-Kafa’ah, and Magqgasid
Syart'ah.

This research employs empirical legal research (field research) with a
descriptive-analytical character. Data were gathered through in-depth interviews
with F&B business managers in Sleman Regency, field observations, and regional
labor statistics documentation. Data analysis was conducted by combining a
positive legal juridical approach with a conceptual-theological Islamic law
approach.

The findings reveal two primary conclusions. First, the implementation of
age limits in the recruitment of the F&B industry in Sleman is proven to be biased
and discriminatory due to the prevalence of aesthetic labor practices. Employers
subjectively prioritize applicants aged 18-21 years to maintain a “young and
dynamic” visual brand image intended to attract student consumers. Second, the
factors driving this discrimination are motivated by cost efficiency, as younger
workers are willing to accept lower wages and are easier to control, whereas mature
workers are perceived as having family financial burdens and higher wage
expectations. Viewed from Article 35 of Law No. 13/2003, this practice exploits a
legal loophole because the article does not explicitly include the phrase “age,”
although philosophically it violates the principle of equality in workforce
placement. From the perspective of Islamic law, this age-based recruitment policy
deviates from the principle of al-Kafa’ah (objective meritocracy based on al-
Quwwah and al-Amanah) and harms Maqasid Syart'ah, particularly the aspects of
Hifz al-Mal (protection of family economic welfare) and Hifz an-Nafs (protection
of the right to existence, soul, and mental health of productive workers).

Keywords: Recruitment, Ageism, F&B Industry, Article 35 of the Manpower Law,
al-Kafa’ah, Maqasid SyarT'ah.
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun

1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai

berikut:

I.  Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab Huruf Latin Keterangan
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
<@ Ba’ B be
< Ta T te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D de
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R er
D Zai Z zet
o Sin S es
B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)

X




L za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge
- Fa’ F ef
3 Qaf Q qi
<l Kaf K ka
Lam L ‘el
B Mim M ‘em
8] Niin N ‘en
3 Waw w we
J Ha’ H ha
3 Hamzah ‘ Apostrof
¢ Ya’ X ye

I1.  Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

s ditulis Hikmah

ake ditulis “illah

I1l. Ta’ Marbiagah di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan h

sailall ditulis al-Ma’idah

4aa3l) ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).
b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka
ditulis dengan h.



GUB’Y\ f\.A\)S

ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

PRIy ditulis Zakah al-fitri
IV. Vokal Pendek
- a
. ditulis
Jzd Fa’ala
) i
: ditulis .
258 Zukira
2 u
L. ditulis
T RY Yazhabu
V. Vokal Panjang
1 Fathah+ alif ditulis a
b ditulis Fala
5 Fathah + ya’ mati ditulis a
O ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Joads ditulis Tafsi/
Dammah + wawu mati ditulis a
4 a Ay -
J3al ditulis Usal
V1. Vokal Rangkap
1 Fathah+ ya” mati ditulis ai
a3 ditulis az-Zuhaili
5 Fathah+ wawu mati ditulis au
4153 ditulis ad-Daulah

VIl. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

P

ditulis

b
a antum

X1




Y ditulis a’iddat

&85 Gl ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”’

Ol ditulis Al-Quran

Oslall ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

S ditulis as-Sama’

i) ditulis asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan
a3l g 53 ditulis Zawi al-furid
AN ditulis Ahl as-sunnah
X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan

huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
3 950 ~'£~'%/1/,,°?.
Hesll ag Uyl Gill plas R

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an
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XI.  Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses rekrutmen merupakan gerbang utama bagi individu untuk
memasuki dunia kerja, namun dalam praktiknya sering kali tidak berjalan adil
dan objektif akibat maraknya praktik diskriminasi usia (ageism). Diskriminasi
ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan lamaran, pencantuman
batas usia maksimum yang sangat ketat pada iklan lowongan, hingga preferensi
kandidat yang tidak didasarkan pada kualifikasi relevan. Di Indonesia, ageism
merupakan masalah nyata yang tecermin dari syarat usia maksimal 25 tahun
untuk posisi entry-level atau minimal 35 tahun untuk posisi manajerial, yang
secara langsung menutup peluang bagi individu berkompeten. Fenomena ini
diperparah oleh stigma bahwa pekerja senior kurang adaptif terhadap teknologi,
sementara pekerja muda kurang berpengalaman, sehingga merugikan
produktivitas nasional dan memicu keputusasaan bagi pelamar kerja produktif.!

Secara normatif, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja dan pelaksana
penempatan wajib memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sejak proses
penyeleksian hingga penempatan.? Ketentuan ini berkelindan erat dengan Pasal

5 UU No. 13 Tahun 2003 yang secara eksplisit menjamin bahwa setiap tenaga

! Friski Amelia Sari dan Dipo Wahjono Haryono, “Diskriminasi Usia Maksimum
Sebagai Syarat Awal Bekerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Cermin. Jurnal Penelitian,
Vol. 8: 2 (2024), hlm. 676.

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan. Walaupun pasal-pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan
frasa “usia”, semangat perlindungan hukum didalamnya meniscayakan
larangan diskriminasi usia agar kualifikasi dan kompetensi menjadi satu-
satunya indikator kelayakan calon pekerja dalam proses rekrutmen.®

Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas
perusahaan non-pemerintah di Indonesia tetap menetapkan batas usia maksimal
yang sangat muda, yakni berkisar 25 hingga 30 tahun. Kebijakan ini berdampak
buruk karena menutup akses pasar kerja bagi masyarakat berusia di atas 30
tahun yang sedang berada pada masa puncak kebutuhan ekonomi untuk
menopang keluarga. Pembatasan kaku ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi
yang mengabaikan bakat dan pengalaman, serta bertolak belakang dengan
kewajiban perusahaan untuk menciptakan proses seleksi yang inklusif dan adil.

Praktik diskriminasi usia ini bahkan ditemukan pada institusi keuangan
berskala besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI). Lowongan kerja di BRI
khususnya pada program BRILiaN Banking Officer Program (BBOP),
BRILiaN Relationship Manager Program (BRMP), maupun program magang
secara terbuka mencantumkan syarat usia maksimal 25 tahun bagi fresh
graduate dan 30 tahun bagi pelamar berpengalaman.* Persyaratan tersebut

secara otomatis mengeliminasi kandidat yang lebih tua, meskipun mereka

% Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4 https://www.instagram.com/jadibumnofficial?igsh=MTgyajZhNWI0bzI3dw==,

diakses 02 September 2025, 01:00.


https://www.instagram.com/jadibumnofficial?igsh=MTgyajZhNWI0bzl3dw==

memiliki rekam jejak, kualifikasi, dan kompetensi yang sangat relevan untuk
menjalankan pekerjaan tersebut.

Dampak dari persyaratan yang diskriminatif ini merugikan kedua belah
pihak, di mana pencari kerja kehilangan hak atas kesetaraan kesempatan,
sementara perusahaan kehilangan peluang untuk merekrut SDM berbakat dan
berpengalaman dari berbagai kelompok umur. Di saat banyak negara maju telah
melarang ageism karena usia bukanlah prediktor valid atas kinerja seseorang,
batasan usia di Indonesia justru dianggap hal lumrah. Hal ini diperparah oleh
fakta bahwa institusi pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan ikut
mempublikasikan lowongan kerja berbatas usia ketat di media sosial, yang
mengindikasikan kurangnya komitmen penegakan prinsip non-diskriminasi di
tingkat praktis.

Eksklusivitas usia ini juga berdampak nyata pada sektor industri daerah,
seperti pada bisnis makanan dan minuman (Food and Beverage/F&B) di
Kabupaten Sleman. Pengusaha kuliner di wilayah tersebut kerap menerapkan
kebijakan tak tertulis yang menolak pekerja lebih tua dengan alasan pragmatis
yang tidak sehat, yaitu lebih menyukai pekerja muda/mahasiswa yang
ekspektasi gajinya rendah dan mudah dikendalikan. Akibatnya, angkatan kerja
senior tersingkir dari posisi praktis seperti barista, server, atau kru dapur,
meskipun mereka sangat membutuhkan pekerjaan untuk menopang hidup.

Maraknya praktik ageism yang bahkan disosialisasikan secara terbuka
ini bertentangan secara mendasar dengan amanat Pasal 5 dan Pasal 35 UU No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan serta



kesetaraan kesempatan kerja bagi seluruh warga negara. Berdasarkan latar
belakang dan dinamika permasalahan yang kompleks tersebut, peneliti tertarik
untuk menyusun penelitian dengan judul “Proses Rekrutmen Pekerja Non
Pemerintah Berdasarkan Umur Ditinjau dari Pasal 35 UU No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan”.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana implementasi batasan umur dalam perusahaan non
pemerintahan?
2. Mengapa terjadi diskriminasi dalam praktek penerimaan kerja non
pemerintahan?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk menganalisa tentang implementasi batasan umur dalam
perusahaan non pemerintahan
b. Untuk mengetahui mengapa terjadi diskriminasi dalam praktek
penerimaan kerja non pemerintahan
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
1) Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum khususnya
mengenai isu diskriminasi usia dalam konteks rekrutmen. Hal ini

memberikan perspektif baru tentang bagaimana Pasal 35 UU Nomor



13 Tahun 2003 yang mengatur tentang penempatan tenaga kerja
berinteraksi dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi.

2) Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka
teoritis tentang perlindungan pekerja dari diskriminasi berdasarkan
umur. Ini bisa menjadi dasar bagi akademisi untuk memahami celah
hukum atau kekurangan regulasi yang ada serta mengajukan
rekomendasi perbaikan.

b. Secara Praktis

1) Studi ini memberikan pemahaman tentang risiko hukum yang
mungkin timbul dari praktik rekrutmen yang mendiskriminasi
berdasarkan usia. Perusahaan dapat menggunakan temuan ini untuk
mengevaluasi ulang kebijakan rekrutmen mereka agar lebih sesuai
dengan undang-undang, sehingga meminimalkan potensi sengketa
hukum dan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja
yang inklusif.

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dan kesadaran
hukum bagi para pencari kerja tentang hak-hak mereka. Dengan
memahami bahwa rekrutmen yang membatasi usia secara tidak
wajar bisa saja melanggar hukum, mereka bisa lebih proaktif dalam
menuntut keadilan atau melaporkan praktik diskriminasi.

D. Telaah Pustaka
Penelitian ini mengkaji proses rekrutmen pekerja non pemerintah

dengan fokus pada aspek usia yang ditinjau dari perspektif Pasal 35 Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Topik ini memiliki
urgensi yang tinggi mengingat praktik-praktik diskriminatif dalam dunia kerja
terutama terkait batasan usia. Oleh karena itu, berbagai penelitian sebelumnya
telah dilakukan untuk mengupas isu ini dari berbagai sudut pandang, baik dari
sisi hukum, sosial maupun manajerial.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gede Primantara dan I Gusti
Ngurah Oka Swandana melalui artikel ilmiah mereka yang bertajuk “Urgency
of Regulation Regarding Age Discrimination in the Recruitment Process in
Indonesia”. Dalam kajian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian
hukum normatif untuk membedah sejauh mana regulasi di Indonesia mampu
memitigasi praktik diskriminasi dalam dunia kerja. Melalui pendekatan
perundang-undangan, penelitian ini menelaah efektivitas Pasal 5 UU
Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi payung hukum bagi perlindungan
hak-hak tenaga kerja. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan
bahwa saat ini terdapat kekosongan hukum yang spesifik terkait batasan usia
dalam rekrutmen. Meskipun secara umum diskriminasi dilarang, tidak adanya
klausul eksplisit yang melarang batasan usia membuat sektor swasta masih
leluasa menerapkan kriteria umur yang kaku. Oleh karena itu, para peneliti
menekankan urgensi adanya regulasi baru yang lebih tegas guna menjamin
keadilan dan akses setara bagi seluruh pencari kerja di Indonesia tanpa

terhambat oleh hambatan usia.’

® Gede Primantara dan I Gusti Ngurah Oka Swandana, “Urgency of Regulation
Regarding Age Discrimination in the Recruitment Process in Indonesia,” Journal of Law and
Human Rights, Vol. 7: 2 (2024), hlm. 112.



Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ridho, G. R. Dan Pangestu I.
Dengan judul “Analisis Pembatasan Usia (Ageism) Pencari Kerja dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”. Penelitian ini menggunakan
metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk
membedah praktik ageism atau diskriminasi usia dalam proses rekrutmen
melalui kacamata hak asasi manusia. Peneliti memfokuskan analisisnya pada
bagaimana batasan usia maksimal sering kali bertentangan dengan prinsip-
prinsip keadilan universal. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa
pembatasan usia maksimal dalam lowongan kerja, khususnya di sektor swasta,
merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM. Meskipun
kajian ini tidak secara spesifik merujuk pada Pasal 35, hasil penelitian secara
implisit mengkritik ketiadaan perlindungan hukum yang memadai dalam
undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk UU No. 13 Tahun
2003. Hal in1 menunjukkan bahwa regulasi saat ini masith memiliki celah besar
dalam menjamin hak atas pekerjaan bagi setiap warga negara tanpa adanya
diskriminasi usia.’

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suhartini dengan judul
“Implementasi Pasal 35 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 dalam
Merekrut Tenaga Kerja yang Sesuai dengan Kebutuhan Perusahaan”. Kajian
ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum

untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik nyata di

8 Ridho, G. R., dan Pangestu I., "Analisis Pembatasan Usia (Ageism) Pencari Kerja
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," Proceedings Series on Social Sciences and
Humanities, Vol. 8: 1, (2024), him. 13.



lapangan. Peneliti memfokuskan analisisnya secara langsung pada
implementasi Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, yang memberikan
kewenangan bagi pemberi kerja untuk merekrut tenaga kerja berdasarkan
kebutuhan spesifik perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan
adanya paradoks dalam penerapan pasal tersebut. Meskipun secara legal
pemberi kerja diberikan keleluasaan dalam menentukan kriteria rekrutmen,
namun dalam praktiknya keleluasaan tersebut sering kali disalahgunakan untuk
menetapkan persyaratan yang tidak rasional. Salah satu temuan utamanya
adalah penerapan batasan usia yang ketat, yang menurut peneliti sering kali
tidak memiliki relevansi langsung dengan kualifikasi maupun kompetensi yang
dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Kajian ini memberikan kritik bahwa
otonomi perusahaan dalam rekrutmen tetap harus dibatasi oleh prinsip
rasionalitas dan keadilan agar tidak menjadi instrumen diskriminasi
terselubung.’

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif
Hidayatullah, dkk dengan judul “Tinjauan Syarat Batas Usia Rekrutmen Tenaga
Kerja dari Perspektif Hukum dan HAM (Studi Kasus Rekrutmen BUMN)”.
Dalam studi ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum normatif
dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis praktik diskriminasi usia
yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fokus

utamanya adalah membedah apakah syarat batasan usia dalam rekrutmen entitas

7 Suhartini, "Analisis Implementasi Pasal 35 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003
dalam Merekrut Tenaga Kerja yang Sesuai dengan Kebutuhan Perusahaan," Jurnal llmiah
Ekonomi dan Manajemen, Vol. 9: 3 (2025), hlm. 4.



negara tersebut selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan instrumen hak
asasi manusia. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti sebuah ironi di mana
BUMN, yang seharusnya menjadi representasi negara dalam memberikan
contoh tata kelola rekrutmen yang inklusif, justru sering kali menerapkan
praktik batasan usia yang serupa dengan sektor swasta. Peneliti menegaskan
bahwa syarat batas usia tersebut sering kali bertentangan dengan prinsip
kesetaraan yang dijamin oleh UUD 1945 dan konvensi HAM internasional.
Hasil kajian ini memberikan argumen kuat bahwa praktik diskriminatif tersebut
telah meluas di berbagai sektor, sehingga diperlukan reformasi standar
rekrutmen yang lebih humanis dan konstitusional di seluruh lini institusi, baik
pemerintah maupun swasta.®

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman dengan judul “Age
Discrimination in the Recruitment Process and the Role of the Government”.
Kajian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis untuk meninjau fenomena diskriminasi usia melalui sudut
pandang makroekonomi serta peran strategis negara. Berbeda dengan penelitian
sebelumnya yang fokus pada aspek yuridis murni, Sulaeman membedah
dampak luas dari praktik pembatasan usia terhadap produktivitas nasional dan
stabilitas ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa
pembatasan usia dalam rekrutmen tidak hanya menjadi beban bagi individu

secara personal, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan

8 Muhammad Syarif Hidayatullah, dkk., "Tinjauan Syarat Batas Usia Rekrutmen
Tenaga Kerja dari Perspektif Hukum dan HAM (Studi Kasus Rekrutmen BUMN)," Yustisi
Journal, Vol. 10: 4 (2024), hlm. 19.
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ekonomi nasional karena mengesampingkan potensi pekerja berpengalaman
yang masih produktif. Oleh karena itu, peneliti mendorong agar pemerintah
mengambil peran yang lebih aktif dan tidak sekadar menjadi pengamat.
Rekomendasi utama dari studi ini adalah perlunya revisi terhadap legislasi
ketenagakerjaan guna melarang diskriminasi usia secara eksplisit, sehingga
tercipta ekosistem kerja yang lebih inklusif dan mampu memanfaatkan seluruh
potensi angkatan kerja tanpa terhambat oleh stigma usia.’

Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan
dikenakan adalah semua penelitian menyoroti isu diskriminasi usia (ageism)
dalam rekrutmen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat
penelitian mengkritik praktik batasan usia dalam lowongan kerja swasta dan
BUMN sebagai bentuk diskriminasi yang tidak adil. Penelitian pertama, kedua
dan keempat menggunakan perspektif HAM untuk menguatkan argumen bahwa
diskriminasi usia melanggar hak-hak dasar individu untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak. Semua penelitian secara implisit atau eksplisit
menunjukkan kelemahan atau ketidakjelasan dalam UU Ketenagakerjaan,
khususnya terkait perlindungan terhadap diskriminasi usia.

Sedangkan terkait perbedaannya yaitu Penelitian ketiga yang dilakukan
oleh Suhartini fokus pada interpretasi dan implementasi Pasal 35 ayat (1) yang

memberi keleluasaan rekrutmen pada perusahaan, sedangkan penelitian lainnya

% Sulaeman, "Age Discrimination in the Recruitment Process and the Role of the
Government," Kultura, Vol. 6: 1 (2024), 57.
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lebih fokus pada kritik terhadap praktik diskriminasi usia secara umum.
Penelitian pertama oleh Gede Primantara dan penelitian kelima oleh Sulaeman
lebih berorientasi pada analisis yuridis dan peran pemerintah dalam mengatasi
masalah. Sementara penelitian kedua yang dilakukan oleh Ridho dan Pangestu
dan penelitian keempat oleh Hidayatullah dkk lebih kuat pada perspektif Hak
Asasi Manusia dan studi kasus. Penelitian pertama dan kelima secara jelas
mengusulkan revisi legislasi untuk membuat undang-undang lebih eksplisit
melarang diskriminasi usia. Penelitian kedua dan keempat berfokus pada
analisis dampak dan pelanggaran hak tanpa secara spesifik merinci usulan
legislasi, meskipun implikasinya mengarah pada perlunya perlindungan hukum
yang lebih baik.
E. Kerangka Teori
1. Teori Kebijakan
Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan
petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan
arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis kebijakan
adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan

yang dipikirkan secara matang oleh pengambil keputusan dan bukan
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kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-
aturan keputusan.®

Menurut Abdul Wahab kebijakan publik adalah “Suatu tindakan
bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu
masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar
warga masyarakat”.* Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson,
menurut Budi Winarno yaitu:

“Kebijakan dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian
pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang
diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan
secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision)

vang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang

ada”. 1

Richard Rose sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno juga
menyatakan bahwa “Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian
kegiatan yang sedikit banyaknya berhubungan dengan konsekuensi-
konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan
yang berdiri sendiri”.*®

Holwet dan M. Ramesh dalam bukunya Winarno menjelaskan

menjalankan bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan, yaitu:

10 Thomas R. Dye, Public Policy: An Introduction (New York: Routledge, 2017), him.
12.

11 Abdul Wahab, Kebijakan Publik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 45.

2 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo,
2012), him. 25.

13 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, hlm. 28.
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a) Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa
mendapat perhatian dari pemerintah.

b) Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan
kebijakan oleh pemerintah.

c) Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih
untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan.

d) Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan
kebijakan agar mencapai hasil.

e) Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau
hasil kebijakan.*

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan
bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja
dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau
pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya
pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan
tujuan tertentu.

2. Teori Keadilan

Membicarakan keadilan yang berasal dari kata adil berdasarkan

kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak

memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu

14 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, (Yogyakarta:
CAPS, 2014), him. 82-84.
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keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak
subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu
konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum
tentu adil bagi yang lainnya.'®

Dalam syariat keadilan dijadikan dasar dalam pembentukan dan
pelakssanaan hukum. Bahkan keadilan dijadikan persyaratan dalam
menentukan benar atau tidaknya, atau sah dan batalnya suatu pelaksanaan
hukum, patokan dalam hukum Islam adalah kebenaran dan keadilan.®

Keadilan juga dimaknai sebagai perpaduan harmonis antara hukum
dengan moralitas. Kehadiran Islam beserta hukumnya tidak bertujuan untuk
menghancurkan kebebasan individu, akan tetapi mengontrol kebebasan itu
demi keselarasan dan keharmonisan masyarakat yang terdiri dari individu
itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi
dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak untuk
mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak menggangu
kepentingan orang banyak. Selain itu juga hukum Islam mengatur
kewajiban individu, sehingga proses aktualisasi hak tidak merusak

kewajiban asasi di dalamnya.’

15 Achmad Ali, Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan (Jakarta: Kencana Prenada
Group, 2012), him. 243.

16 Qurrotul Ainiyah, Keadilan gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif
Mazhab Syafi’i, (Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015), hlm. 27.

1 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Edisi I Cet.
II; (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 224.
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Menurut pandangan Aristoteles, keadilan pada intinya berakar pada
prinsip perimbangan atau proporsi yang mengarahkan segala sesuatu dalam
negara demi mencapai cita-cita luhur berupa kebaikan melalui keadilan dan
kebenaran; di mana keadilan tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai
kesamaan hak secara mutlak bagi setiap orang, melainkan menuntut
perlakuan yang sama bagi orang-orang yang berada dalam posisi atau
kondisi yang sama, sekaligus memperlakukan pihak-pihak yang tidak sama
secara tidak sama pula sesuai dengan takaran proporsionalnya (treat like
cases alike).'®

Keadilan dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58:°

5 4. o})‘}/ o
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Ayat ini menghubungkan dua perintah penting: menunaikan amanah
dan berhukum dengan adil. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata
amanat mencakup segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik
hak Allah maupun hak sesama manusia. Kedua hal ini adalah pondasi bagi
tatanan masyarakat yang sehat. Perintah untuk berlaku adil di sini tidak
hanya ditujukan kepada hakim atau penguasa, tetapi kepada setiap individu
yang memiliki peran dalam memutuskan suatu perkara, baik dalam lingkup
keluarga, komunitas, maupun negara. M. Quraish Shihab menekankan

bahwa keadilan adalah “nafas™ dari kekuasaan; tanpa keadilan, amanah

18 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 82.

19 Surah An-Nisa ayat 58
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kekuasaan telah dikhianati. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,
berdasarkan kebenaran dan bukan karena kedekatan atau kebencian.?

Ibnu Katsir (seorang ulama pakar tafsir dan sejarawan besar dari
abad ke-8 Hijriah, penulis kitab Tafsir al-Qur’an al-Azim) menyatakan
bahwa perintah ini bersifat umum bagi setiap pemegang tanggung jawab.
Kedua hal ini adalah pondasi bagi tatanan masyarakat yang sehat. Dalam
pandangan Ibnu Katsir, amanah kepada manusia mencakup pengembalian
hak harta hingga menjaga rahasia. Perintah untuk berlaku adil di sini tidak
hanya ditujukan kepada hakim, tetapi mencakup setiap orang yang
menengahi urusan manusia. Dalam pandangan Ibnu Katsir, amanah kepada
manusia mencakup pengembalian hak harta hingga menjaga rahasia.
Perintah untuk berlaku adil di sini tidak hanya ditujukan kepada hakim,
tetapi mencakup setiap orang yang menengahi urusan manusia. Beliau
menegaskan bahwa Allah adalah Pengawas atas setiap keputusan. Keadilan
harus ditegakkan tanpa pandang bulu, berdasarkan kebenaran dan bukan
karena kedekatan atau kebencian, karena keadilan adalah perintah ilahiyah
yang mutlak.?!

Sayyid Qutb (seorang pemikir muslim Mesir dan mufasir yang
dikenal dengan pendekatan sastra dan harakah dalam kitabnya Fi Zilalil

Qur’an) memandang bahwa amanah terbesar adalah kepemimpinan dan

20 M. Quraish Shihab, Tafsir AlI-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol.
2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 467.

2 Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar,
(Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), hlm. 312.
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penegakan hukum Tuhan di bumi. Kedua hal ini adalah pondasi bagi tatanan
masyarakat yang sehat. Perintah untuk berlaku adil di sini bersifat universal,
melampaui batas sentimen pribadi atau kelompok. Sayyid Qutb
menegaskan bahwa keadilan Islam tidak terpengaruh oleh rasa cinta yang
berlebihan atau kebencian yang mendalam. Keadilan harus ditegakkan
tanpa pandang bulu, berdasarkan kebenaran objektif agar tercipta keamanan
psikologis di tengah komunitas.??

Ahmad Mustafa Al-Maraghi (seorang ulama modernis asal Mesir
yang pernah menjabat sebagai Syekh Al-Azhar) dalam tafsirnya
menjelaskan bahwa tegaknya suatu bangsa sangat bergantung pada
kejujuran dalam memegang amanah dan objektivitas dalam memutus
perkara. Kedua hal ini adalah pondasi bagi tatanan masyarakat yang sehat.
Menurut Al-Maraghi, jika amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya,
maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Perintah untuk berlaku adil di
sini adalah kewajiban moral setiap orang yang memiliki wewenang.
Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, di mana seorang pemimpin
tidak boleh mementingkan kerabatnya di atas kebenaran hukum itu

sendiri.?®

2 Sayyid Qutb, Fi Zilalil Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an, terj. As’ad Yasin
dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), him. 245.

2 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, terj. Anshori dkk, (Semarang:
CV Toha Putra, 1993), him. 108.
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Teori Magasid Syari'ah dalam Kebijakan Rekrutmen Pekerja Non-
Pemerintah Berdasarkan Batasan Usia

Melihat dari bingkai Magdasid Syari'ah, kebijakan publik dan
keadilan dipandang sebagai dua pilar fundamental yang saling berkelindan
demi mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi umat manusia. Magasid
Syari'ah sendiri merupakan kompas bagi tujuan hukum Islam yang
senantiasa berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok atau ad-
daruriyyat al-khamsah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.?* Landasan filosofis ini berpijak pada perintah eksplisit Allah SWT

dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90:

*as T 70 e, 4 i - o - S R 8 _l B
Sany 2y Sy L of s 3R oty Ol iy Jaall AL 1y

3 o 505,65 pg"j

Konsep keadilan dalam ayat tersebut diperdalam oleh Ibnu Qayyim
Al-Jauziyah (seorang ulama besar abad ke-14 dan pemikir hukum Islam
terkemuka yang merupakan murid utama Ibnu 7aimiyah, dikenal melalui
karyanya [I’lam al-Muwagqqi’in). Beliau menegaskan bahwa syariat
dibangun di atas pondasi hikmah; sehingga setiap kebijakan yang bergeser

dari keadilan menuju kezaliman, atau dari maslahat menuju kerusakan, pada

hakikatnya telah keluar dari ruh syariat itu sendiri.?® Dalam implementasi

24 M. Syarif Hidayatullah, “Prinsip Keadilan dan Magasid Syariah dalam Kebijakan

Publik,” Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 45.

%5 Surah An-Nahl ayat 90

% Ahmad Munir, “Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Keadilan

dalam Hukum Positif di Indonesia,” Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 8, No. 2 (2019), him.

112.
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modern, kebijakan publik harus memiliki substansi moral yang kuat, sejalan

dengan kaidah ushuliyah yang sangat fundamental:

27 J\.> J-; & ;‘j 34.&5\
Kaidah ini menginstruksikan bahwa setiap/ tindakan pénguasa
maupun individu dalam mengambil kebijakan harus berlandaskan pada
objektivitas. Keadilan dalam perspektif ini menuntut adanya
proporsionalitas, di mana setiap kebijakan harus mampu mendistribusikan
hak secara adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, segala
bentuk kebijakan yang menciptakan kesenjangan atau praktik diskriminatif,
seperti pembatasan usia yang tidak rasional dalam dunia kerja, secara
inheren bertentangan dengan tujuan suci syariat. Dengan menjadikan
keadilan sebagai parameter utama, kebijakan publik akan berfungsi optimal
sebagai pelindung martabat manusia dan memastikan bahwa kemaslahatan
yang dicapai bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.?®
4. Teori Kaffah
Konsep Kaffah merupakan salah satu pilar fundamental dalam
epistemologi dan praktik keagamaan Islam. Secara etimologis, terma kaffah
diturunkan dari akar kata kaffa — yakuffu — kaffan yang secara harfiah

bermakna mencegah, menyumbat, memalingkan, atau merangkum secara

keseluruhan. Dalam struktur bahasa Arab, kata kaffah pada konteks

27 Kiadah Usul Figh

2 Nurul Huda, “Implementasi Kaidah Ushuliyah dalam Perumusan Kebijakan Publik
yang Berkeadilan,” Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 28.
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keagamaan diposisikan sebagai hal (keterangan keadaan) yang
merepresentasikan makna menyeluruh, totalitas, utuh, tanpa terkecuali, atau
holistik. Secara terminologis, Islam kaffah merujuk pada pengamalan ajaran
Islam secara komprehensif dalam seluruh sendi kehidupan, yang mencakup
dimensi vertikal (hablum minallah) serta dimensi horizontal (hablum
minannas). Pendekatan ini meniscayakan penolakan terhadap pemahaman
yang bersifat parsial, di mana seseorang tidak dibenarkan hanya memilah
dan mengamalkan syariat yang disukai sembari mengabaikan atau menolak
hukum-hukum lainnya.?®

Dasar argumentasi utama mengenai konsep ini bersumber dari Al-
Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 208. Dalam menginterpretasikan ayat
tersebut, para tokoh mufassir dari era klasik hingga modern memberikan
sudut pandang yang memperkaya makna kaftah:

Ibnu Katsir dalam karya monumentalnya Tafsir Al-Qur’an Al-
‘Azhim, menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah langsung dari
Allah SWT kepada hamba-Nya yang beriman untuk memeluk Islam secara
utuh. Menurutnya, kaffah menuntut umat Islam untuk menjalankan seluruh
cabang iman, mengamalkan segenap perintah syariat, dan menjauhi segala

bentuk larangan-Nya sejauh batas kemampuan yang dimiliki.*

2 Syaikh Imam Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, terj. Fathurrahman dkk., Jilid 3 (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2008), hlm. 54-55.

3 Muhammad Zainuddin, "Reinterpretasi Makna Islam Kaffah: Analisis Komparatif
Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Misbah," Jurnal Al-Tafsir: Jurnal llmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol.
5, No. 2 (2021): hlm. 112-115.
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M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, memaparkan analisis
kebahasaan dengan memberikan dua pendekatan penafsiran. Pendekatan
pertama memosisikan kaffah sebagai penjelas bagi subjek (pelaku), yang
bermakna seluruh umat Islam secara kolektif harus masuk dan menjaga
kedamaian. Pendekatan kedua melihat kaffah sebagai penjelas objek
(ajaran), yang menuntut setiap individu Muslim untuk menerima dan
menerapkan Islam secara integral, tanpa mereduksi atau mengambil
sebagian dan mencampakkan sebagian yang lain.%!

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sering
disebut dengan penelitian lapangan (field research). Berbeda dengan studi
pustaka, penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek
penelitian untuk melihat kaitan antara aturan hukum yang tertulis dengan
implementasi nyatanya di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah
mengamati praktik rekrutmen pada perusahaan sektor Food and Beverage
(F&B) terkait kebijakan batasan usia pelamar.>?

Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks atau
norma pasif dalam undang-undang, melainkan sebagai gejala sosial yang

hidup dalam praktik dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk

31 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.
1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 469—-471.

32 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan
Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disipin Ilmu (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015),
hlm. 45.
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memverifikasi apakah penerapan batasan umur dalam rekrutmen karyawan
di industri F&B telah selaras atau justru menyimpang dari amanat Pasal 35
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
melarang adanya diskriminasi dalam penempatan tenaga kerja.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif mengacu
pada upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta atau fenomena
hukum sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini fakta yang dideskripsikan
adalah proses rekrutmen pekerja non pemerintah (F&B) berdasarkan umur
ditinjau dari Pasal 35 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan
gambaran yang jelas tentang konteks hukum yang melatarbelakangi putusan
tersebut termasuk dasar hukum yang digunakan, pola argumentasi hakim
dan substansi keputusan. Deskripsi ini membantu pembaca memahami
konteks hukum yang berlaku dan relevansi putusan dalam sistem hukum
nasional. Sifat analitis dalam penelitian ini mengacu pada proses

menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi

dari pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan fenomenologi.
a. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana Pasal
35 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

bekerja secara nyata di dalam perusahaan F&B. Jika pendekatan
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normatif hanya melihat apa yang tertulis di undang-undang, pendekatan
empiris ini bertujuan untuk melihat kesenjangan (gap) antara das sollen
(hukum sebagai cita-cita) dan das sein (hukum sebagai kenyataan).
Peneliti akan meninjau apakah aturan mengenai kesamaan kesempatan
kerja tanpa diskriminasi benar-benar diterapkan dalam penyusunan
kriteria umur pada iklan lowongan kerja dan proses seleksi di lapangan.
b. Dalam konteks penelitian lapangan, pendekatan fenomenologi
digunakan untuk menggali makna mendalam dari pengalaman para
aktor yang terlibat langsung dalam ekosistem industri F&B. Pendekatan
ini berfokus pada: 1) Mengungkap motif dan sudut pandang subjektif
pihak manajemen atau owner F&B dalam menetapkan batasan umur
(misalnya, adanya anggapan bahwa pekerja muda lebih energik atau
sesual dengan citra brand). 2) Memahami pengalaman hidup dan
dampak psikologis-ekonomis yang dirasakan oleh individu yang
tereliminasi dari proses seleksi hanya karena faktor usia, meskipun

memiliki kompetensi yang cukup.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam
dengan pihak HRD atau pemilik gerai F&B yaitu yang berinisial Mas A dan
Mas B serta observasi langsung terhadap proses seleksi dan iklan lowongan

kerja yang beredar.
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Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai pendukung yang
mencakup bahan hukum primer (UU Ketenagakerjaan), bahan hukum
sekunder (jurnal, buku manajemen SDM, dan [literatur hukum), serta
dokumen internal perusahaan yang relevan untuk memperkuat analisis
terhadap praktik diskriminasi umur tersebut.®
5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan Teknik
Pengumpulan Data yang komprehensif. Melalui wawancara mendalam,
peneliti menggali perspektif manajemen mengenai standar kualifikasi usia;
melalui observasi lapangan, peneliti mengamati langsung bagaimana
kriteria usia dipublikasikan dalam iklan lowongan kerja serta proses seleksi
awal; dan melalui studi dokumen, peneliti membedah aturan internal
perusahaan untuk disandingkan dengan regulasi ketenagakerjaan nasional.
Rangkaian metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh
mengenai mengapa diskriminasi umur masih terjadi dan bagaimana hukum
seharusnya merespons fenomena tersebut di sektor swasta.>*

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi

dokumen akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif

dengan model interaktif. Karena penelitian ini bersifat hukum empiris,

33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), him. 80-81.

3 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 78.
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proses analisis dilakukan untuk menghubungkan temuan fakta di lapangan
dengan norma hukum yang berlaku. Tahapan analisis data dilakukan sebagai
berikut:

Pertama, peneliti melakukan Reduksi Data, yaitu proses menyeleksi,
menyederhanakan, dan mengorganisir data mentah yang diperoleh dari
lapangan. Dalam tahap ini, peneliti memfokuskan pada informasi yang
relevan dengan praktik pembatasan umur di perusahaan F&B dan
menyisihkan informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian. Data
dari hasil wawancara dengan HRD mengenai alasan produktivitas atau citra
brand akan dikelompokkan agar mudah dianalisis.

Kedua, adalah Penyajian Data (Data Display). Peneliti menyusun
data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi yang sistematis dan
terstruktur. Pada tahap ini, peneliti akan memaparkan bagaimana realitas
rekrutmen di industri F&B berlangsung dan bagaimana perusahaan
memaknai Pasal 35 UU No. 13 Tahun 2003. Penyajian data ini bertujuan
untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola hubungan antara
kebijakan internal perusahaan dengan potensi diskriminasi yang terjadi.

Ketiga, adalah Analisis Yuridis-Sosiologis. Peneliti melakukan
sinkronisasi antara kenyataan lapangan dengan ketentuan hukum. Peneliti
akan menganalisis apakah alasan-alasan teknis yang dikemukakan oleh
industri F&B (seperti kebutuhan akan tenaga kerja yang energik) dapat
dibenarkan secara hukum atau merupakan pelanggaran terhadap hak asasi

pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
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Terakhir, peneliti melakukan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.
Peneliti akan menyimpulkan inti dari fenomena diskriminasi umur di sektor
F&B dan memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Kesimpulan
ini diverifikasi kembali dengan data lapangan untuk memastikan bahwa
interpretasi hukum yang dihasilkan bersifat objektif, valid, dan mampu
memberikan solusi serta saran terhadap praktik rekrutmen pekerja non-
pemerintah di masa depan.®
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk
memberikan alur yang jelas dan terstruktur dalam mengkaji proses rekrutmen
pekerja non pemerintah berdasarkan umur ditinjau dari Pasal 35 Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bab I Pendahuluan berisi
latar belakang masalah yang berkaitan dengan proses rekrutmen pekerja non
pemerintah berdasarkan umur, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi dasar teoritis yang dijadikan sebagai landasan penelitian
yang memanfaatkan paradigma yuridis dan hukum Islam dalam proses
rekrutmen pekerja non pemerintah berdasarkan umur ditinjau dari Pasal 35
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bab III berisi
tinjauan Umum tentang proses rekrutmen pekerja non pemerintah berdasarkan
umur ditinjau dari Pasal 35 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

3 Ibid, him. 83.
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Bab IV sebagai pokok penelitian berupa analisis tentang implementasi
batasan umur dalam perusahaan non pemerintahan dan diskriminasi dalam
praktik penerimaan kerja non pemerintahan. Bab ini berfokus pada kajian atas
Pasal 35 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menggunakan
teori kebijakan, keadilan dan dilihat dari Magasid Syari'ah.

Bab V sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran. Bab ini akan
menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta
rekomendasi atau saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan-temuan
dalam penelitian ini. Kesimpulan akan merangkum jawaban terhadap rumusan
masalah mengenai proses rekrutmen pekerja non pemerintah berdasarkan umur
ditinjau dari Pasal 35 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai proses rekrutmen pekerja non-pemerintah pada perusahaan Food and
Beverage (F&B) di Sleman, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama
sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan:

Pertama, implementasi batasan umur dalam proses rekrutmen pada
perusahaan non-pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar
(gap) antara regulasi yuridis dan praktik di lapangan. Secara hukum positif,
Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan
tegas mengamanatkan bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja harus
dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Namun, dalam realitasnya, pelaku
usaha sektor swasta memanfaatkan celah otonomi perusahaan untuk
menetapkan batasan usia maksimal yang sangat rendah (berkisar antara 25
hingga 30 tahun). Kebijakan ini dilegalkan melalui pemenuhan kriteria
aesthetic labour, di mana perusahaan lebih memprioritaskan pekerja yang
menonjolkan estetika visual, berjiwa muda, dan dinamis demi menyesuaikan
diri dengan pangsa pasar mahasiswa. Ditinjau dari perspektif hukum Islam,
praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip al-Kafa’'ah (meritokrasi)
sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 58.

Penerapan batasan umur biologis telah menyingkirkan tolok ukur utama yang
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seharusnya bersandar pada aspek kompetensi objektif (al-Quwwah) dan
integritas etis (al-Amanah).

Kedua, terjadinya diskriminasi usia (ageism) dalam praktik penerimaan
kerja ini didorong oleh beberapa faktor kausatif yang bersifat pragmatis dan
struktural. Dari sisi ekonomi, perusahaan swasta cenderung memilih tenaga
kerja yang berusia sangat muda atau fresh graduate demi efisiensi biaya jangka
pendek, mengingat kelompok ini umumnya memiliki ekspektasi upah yang
lebih rendah dibandingkan pekerja yang lebih dewasa dan berpengalaman. Dari
aspek manajerial, pekerja muda dinilai lebih mudah dikendalikan dalam sistem
hierarki operasional dan memiliki fleksibilitas waktu yang tinggi karena belum
terikat oleh beban tanggung jawab domestik atau keluarga. Praktik diskriminasi
ini terus langgeng akibat adanya kekosongan dan kelemahan penegakan hukum
secara spesifik, di mana aturan baku mengenai larangan batas usia dalam iklan
lowongan kerja belum diatur secara rigid dalam hukum positif. Dalam

kacamata Maqasid Syari ‘ah, kelanggengan diskriminasi usia ini telah

mencederai kemaslahatan universal, khususnya dalam menjaga hak atas
perlindungan ekonomi (Hifz al-Mal) serta perlindungan jiwa (Hifz an-Nafs) dari
tekanan mental akibat penolakan sistemik yang tidak rasional.

Secara keseluruhan, diskriminasi usia pada industri non-pemerintah
merupakan manifestasi dari dominasi motif pragmatisme ekonomi dan konsep
bisnis komersial. Hal ini tidak hanya menyimpang dari mandat non-

diskriminasi konstitusional, tetapi juga mencederai nilai keadilan distributif
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(al-‘adalah al-tawzi’iyyah) yang menempatkan manusia sebagai subjek utama
dalam pembangunan sumber daya manusia yang humanis dan berkeadilan.

Saran

Pertama, Segera menyusun aturan turunan yang lebih spesifik untuk
melarang pencantuman batas usia yang tidak rasional dalam iklan lowongan
kerja swasta. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja perlu mengoptimalkan
pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti
mempraktikkan diskriminasi usia (ageism).

Kedua, Mengubah paradigma rekrutmen dari yang semula berbasis
estetika visual (aesthetic labour) menjadi rekrutmen berbasis kompetensi
(competency-based recruitment). Perusahaan harus menerapkan prinsip al-
Kafa’ah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja dewasa
selama mereka memiliki keahlian (al-Quwwah) dan integritas (a/-Amanah).

Ketiga, Para pencari kerja disarankan untuk terus meningkatkan
sertifikasi kompetensi dan adaptasi teknologi. Sementara LSM diharapkan
lebih aktif melakukan edukasi publik serta mendampingi advokasi hukum bagi

korban diskriminasi umur dalam dunia kerja.
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